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PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah
serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan akhir Penelitian
ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurabkan kepada Nabi Mubammad SAW,

beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Laporan akhir ini merupakan lanjutan dari laporan kemajuan yang telah
disampaikan merupakan pertanggung jawaban peneliti telah melaksanakan penelitian.
Namun masih banyak rasanya kekurangan dari isi hasil penelitian yang telah peneliti

lakukan ini.

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Bapak Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemeristek Dikti
RI, Bapak Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Koordinator Kopertis
Wilayah X yang telah memfasilitasi para Dosen Perguruan Tinggi Negeri maupun
Swasta seluruh Indonesia khususnya kami Dosen Universitas Islam Riau untuk
mengikuti dan mendapatkan dana hibah penelitian skim PDP dari Kemenristekdikti
RL

Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada Bapak Prof. Dr. H. Detri
Karya, SE.,M.A, Rektor Universitas Islam Riau, Bapak-bapak Wakil Rektor I, II, III,
IV UIR dan Almarhum Bapak H.M. Hasbi Zaidi,SE.,M.P (mantan Ketua Lembaga
Penelitian UIR) serta Bapak Dr. Evizal Abdul Kadir, ST.,M.Eng, Pjs Ketua Lembaga
Penelitian UIR yang telah mendorong dan memberi motivasi kepada kami untuk
mengikuti Penelitian Hibah Dikti Tahun 2016 yang ditaja oleh Direktorat Riset dan
Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kemenristek Dikti RI.

Disamping itu kami juga ingin mengucapkan terima kasih sccara khusus
kepada Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi,S.H.,M.C.L, Dekan Fakultas Hukum Universitas
Islam Riay yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan baik secara moril
dan materil kepada peneliti dan terus berpesan untuk melanjutkan untuk penelitian
Hibah Dikti di tahun berikutnya, begitu juga kepada Bapak-bapak Wakil Dekan I, II
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111 serta rekan-rekan sejawat Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang

terus memberikan semangat untuk melaksanakan penelitian ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak 1L Fdi Ilyas
Hamid,S.E,Ak selaku Ketua UPZ Badan Operasi Bersama PT.Bumi Siak Pusako-
Pertamina Hulu, Bapak Ketua BAZNAS Kabupaten Siak ¢q. Bapak Irwansyah,S.11
selaku Kepala Sekretariat BAZNAS Kabupaten Siak yang dengan ikhlas menerima
dan memberikan informasi yang sangat berharga kepada Kami, schingga

pengumpulan data dapat dicapai dengan baik dan lancar.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Ahmad Kodir Jailani
Tanjung,Muhammad Soleh Simbolon mahasiswa kami di Fakultas Hukum yang (clah
membantu kami melaksanakan penelitian ini dalam pengambilan data ke Unit

Pengumpul Zakat Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu
Kabupaten Siak.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para informan kami yang

telah banyak membantu kami di dalam mengumpulkan data yang sangat berharga
bagi kami.

Disampaikan pula ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah
mensupport peneliti untuk selalu tetap semangat dalam mengerjakan hal sesuatu dan
jangan lupa untuk selalu membaca “Bismillahirrahmanirrahim”.

Demikian laporan akhir ini dibuat, untuk kesempumaan laporan ini penulis
sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita., amin ya rabbal ‘alamin

atas perhatiannya kami ucapkan Jazakumullah khairan katsira.

Pekanbaru, November 20(6
Wassalam,

Peneliti
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ABSTRAK

Dalam Hukum Islam dikenal satu konsep Syirkah yang terdiri dari empat
macam yaitu  syirkah inan, syirkah abdan, syirkah muwafadah, dan syirkah
wujuh.Syirkah dapat diartikan sebagai satu badan usaha bagi orang-orang yang ingin
mengembangkan usahanya dan mencari keuntungan secara berkongsi. Eksistensi
Syirkah dapat dianalogikan sebagai satu badan usaha. Ditinjau dari teori hukum
badan usaha itu ada yang discbut scbagai badan hukum dan ada yang bukan badan
hukum. Disisi lain pemerintah perlu mendukung peningkatan cfektivitas pelaksanaan
undang-undang Pengelolaan Zakat ini tidak hanya pada aspek zakat perorangan tetapi
juga zakat badan usaha(syarikah). Saat ini, pemberdayaan masih berorientasi pada
zakat perorangan padahal zakat badan usaha tentunya berpotensi ekonomis yang lebih
besar. Penelitian ini ingin menjawab beberapa rumusan masalah antara lain;
Bagaimanakah Pelaksanaan Zakat di UPZ BOB PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina
Hulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011; Apa sajakah Faktor-faktor
penghambat pelaksanaan Zakat di UPZ BOB PT. Bumi Siak Pusako ditinjau dari
Undang-undang Nomor 23 Tahun 201 1.Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis
yaitu penelitian ini tidak hanya berpatokan pada menganalisa dan menafsirkan
peraturan perundang-undangan melainkan juga mengkaji bagaimana hukum itu
berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Artinya bahwa penelitian yuridis
sosiologis menggabungkan penelitian hukum dengan investigasi permasalahan-
permasalahan sosial. Data yang peneliti peroleh dari Ketua UPZ BOB PT.Bumi Siak
Pusako-Pertamina Hulu, Ketua BAZNAS Kab.Siak, serta responden lainnya. Selain
itu berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 serta melalui literatur yang berkaitan
erat dengan objek penelitian. Pelaksanaan pengumpulan zakat di UPZ BOB PT. Bumi
Siak Pusako-Pertamina Hulu ternyata belum bernilai maksimal dan efektif sebagai
lembaga yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan mengelola serta
mendistribusikan dana zakat baik zakat perorangan maupun zakat badan. Padahal
kalau dilihat BOB PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu mempunyai jumlah
Karyawan ditambah dengan pekerja OQutshourching yang potensial, ditambah lagi
dengan sumber daya alam yang bemnilai potensial tentu menjadi aset yang dapat
dialokasikan bagi kemaslahatan atau kesejahteraan umat.

Kata Kunci : Zakat, UPZ BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu,Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2011.
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BAB 1
PENDAHULUAN

L.1. Latar Belakang

Krisis Moneter pada tahun 1998 merupakan bukti nyata jatuhnya ekonomi
yang berbasis riba. Fakta bertahannya Bank Syari’ah pada masa itu menjadi inspirasi
Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan instrumen Ekonomi Islam yang berbasis
pada perdagangan, larangan riba dan pemberdayaan zakat. Zakat merupakan salah
satu instrumen dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan
ckonomi masyarakat. Islam menghendaki adanya pemerataan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat sehingga kekayaan tidak hanya terpusat dan berputar pada

kelompok masyarakat tertentu saja.

Secara umum ada semacam gejala kekeliruan persepsi dikalangan masyarakat
Muslim Indonesia dalam memahami dan mengamati pengelolaan dan pendistribusian
Zakat yaitu karena zakat termasuk ibadah maka pengelolaan dan pendistribusiannya
bisa dilakukan secara individual tanpa melalui ‘amil dan langsung diberikan kepada
mustahik sehingga belum berdayaguna secara optimal dan fungsional potensial untuk

kesejahteraan kaum dhu’afa’ secara merata.

Zakat wajib hukumnya kepada setiap muslim, zakat terdiri atas zakat fitrah
yang dibayarkan pada bulan ramadhan menjelang Idul Fitri berupa bahan makanan
pokok dan zakat maal yaitu harta yang dimiliki yang sudah mencapai nishab(jumlah

minimal yang mesti dikeluarkan), haul(waktu) dan kadar yang telah ditentukan.

Pemberlakuan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan  Zakat(selanjutnya disebut Undang-undang Pengelolaan Zakat)
diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan

secara hakiki sesuai dengan fungsi Zakat dalam Hukum Ekonomi Islam yaitu sebagai
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pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan Kesejahteraan

masyarakat, '

Disisi lain pemerintah perlu mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan
undang-undang Pengelolaan Zakat ini tidak hanya pada aspek zakat perorangan tetapi
juga zakat badan usaha(syarikah). Seat ini, pemberdayaan masih berorientasi pada
zakat perorangan padahal zakat badan usaha tentunya berpotensi ekonomis yang lebih

besar.

Pernyataaan diatas memunculkan permasalahan siapakah yang berkewajiban
membayar zakat, apakah kewajiban zakat itu semata-mata kewajiban individual

terhadap perorangan ataukah juga kewajiban zakat itu meliputi pula badan

usaha(Syarikah/coorporate).

Dalam Hukum lIslam dikenal satu konsep Syirkah yang terdiri dari empat

macam yaitu syirkah inan, syirkah abdan, syirkah muwwafadah, dan syirkah w:guh.3

Menurut pendapat Muhammad Tahir Azhary bahwa Syirkah dapat diartikan
sebagai satu badan usaha bagi orang-orang yang ingin mengembangkan usahanya dan
mencari keuntungan secara berkongsi. Eksistensi Syirkah dapat dianalogikan sebagai
satu badan usaha. Ditinjau dari teori hukum badan usaha itu ada yang disebut sebagai

badan hukum dan ada yang bukan badan hukum. *

Di Indonesia dikenal sekurang-kurangnya ada tiga bentuk badan hukum

sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

1. PT (perseroan terbatas)

'http://majalah.hidavatullah.com/warta/laporan-ulama-warta/siapa-berhak-kelola-zakathtml  diakses
pada 28 Februari 2015 lihat juga Gazi Inayah, Teori komprehensif tentang Zakat dan Pajak,
Yogvakarta: Tiara Wacana, 2003, him.3

Zhnhr;:ﬂ’mim bar.hukum.ugm.ac.id/index.php/imh/article/view/314/354 diakses pada 28 Februari 2015
Lebih lanjut lihat Anton Afrizal Candra, Aspek-aspek Hukum Syirkah dalam Hukum Mu'amalar,
Pekanbaru : Jurnal Mahkamah Fakultas Hukum UIR, Vol.3 No.2 Oktober 2011, hlm.

* Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tate Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam,
Menyambut 73 Tahun ProfDr.H. Muhammad Tahir Azhary,SH, lJakarta: Prenada Media, 2012
Him.332
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2. Koperasi

3. Yayasan (foundation)

Zakat bukan urusan individual, tetapi merupakan urusan masyarakat dan
Pemerintah, baik melalui organisasi resmi yang langsung ditunjuk oleh Pemerintah
atau organisasi seperti yayasan, lembaga swasta, masjid, dan pondok pesantren, yang
berkhidmat untuk mengatur pengelolaan zakat beserta infaq dan shadaqah, mulai dari
pengambilannya dari muzakki sampai kepada penyalurannya kepada mustahiq.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Zakat, Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan,
pembinaan dan pelayanan pada muzakki, mustahiq dan ‘amil zakat untuk
meningkatkan kesadaran membayar zakat, meningkatkan kesejahteraan umat dan
keadilan sosial serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat dan harta agama
lainnya.s

Dalam pemberdayaan zakat, Pemerintah tentu saja tidak akan optimal bila
tanpa melakukan kemitraan dengan pihak lain, terutama dengan kalangan akademisi
di Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta. Bila dalam Pasal 34 ayat 3, UU
Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah memiliki peran
pembinaan yang meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.Maka Perguruan Tinggi
bisa membantu peran tersebut dengan cara diaktualisasikan dalam pengembangan
pendidikan (studi dan kajian zakat), penelitian sosial, dan pengabdian masyarakat.®

Salah satu kemajuan yang patut di catat tentang pelaksanaan zakat di
Indonesia lahirmya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagaimana telah di
ubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Inti

undang-undang ini mengatur bagaimana pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan

* Fakhruddin, F igh dan Manajemen Zakat di Indonesia, Malang: UIN-Malang Press, 2008, him.290

°h1tg:ffbimasislam kemenag.go.id/informasi/berita/35-berita/58 1-penting-peran-perguruantinggi
dalam-pemberdayaan-zakat.html di akses pada 28 Februari 2015
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sampai pendistribusiannya. Ternyata dalam undang-undang ini telah mengatur dan
mengakui kedudukan badan hukum seperti korporat sebagai subjek hukum yang
wa)ib membayar zakat selain perorangan(manusia), kecuali orang Islam juga badan
usaha yang dimiliki orang Islam berkewajiban membayar zakat,

Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako — Pertamina Hulu merupakan
Badan Kerjasama Operasi untuk mengelola Blok CPP (Coastal Plain Pekanbaru)
yang dibentuk antara PT. Bumi Siak Pusako sclaku Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dan PT, PERTAMINA sclaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kewenangan pengelolaan Blok CPP ini diserahkan kepada BOB PT. Bumi Siak
Pusako - Pertamina Hulu olch pemerintah Republik Indonesia melalui BPMIGAS,
selaku badan resmi Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan hulu MIGAS di
Indonesia,” Didalamnya sudah berdiri sebuah Lembaga Amil Zakat(LAZ) yang
dibentuk pada tahun 2004 olch karyawan-karyawan muslim yang mempunyai
kepedulian terhadap nilai-nilai keagamaan dan sosial.® Namun dalam pelaksanaan
pengumpulan zakat ternyata belum bernilai maksimal dan efektif sebagai lembaga
yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan mengelola serta mendistribusikan
dana zakat baik zakat perorangan maupun zakat badan. Padahal kalau dilihat BOB
PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu mempunyai jumlah Karyawan ditambah
dengan pekerja Qutshourching yang potensial, ditambah lagi dengan sumber daya
alam yang bernilai potensial tentu menjadi aset yang dapat dialokasikan bagi
kemaslahatan atau kesejahtcraan umat.

Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melihat lebih jauh lagi
mengenai Pelaksanaan Zakat di UPZ Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-
Pertamina Hulu. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah dalam pengumpulan dan pendistribusian
zakat, infaq dan shadaqah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian
Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Zakat di Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak

Pusako-Pertamina Hulu menurut Undang-undang 23 Tahun 201"

" hup/www.bobepp.co.id/content.php?p=page& parent=1 di akses pada 30 Maret 2016
¥ Wawancara dengan Bapak ILEdi Ilyas lamid, Ketua UPZ BOB PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina
Iulu pada Tanggal 25 April 2016.
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1.2. Batasan Masalah

Kajian tentang Zakat baik yang berkaitan dengan lembaganya maupun sistem
pengelolaannya sampai saat ini sangat mcnarik untuk dilakukan, Icbih-Icbih
pengelolaan zakat di perusahaan. Agar penelitian ini tidak menyimpang dan terarah
sesuai dengan topik pembahasan, maka penulis membatasi pada pelaksanaan zakat
perorangan (profesi) di UPZ BOB PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu di tinjau

menurut Undang-undang 23 Tahun 2011.
L.3. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, penulis merumuskan

beberapa pokok permasalahan yang relevan dengan judul ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Zakat di UPZ BOB PT.Bumi Siak Pusako-
Pertamina Hulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ?

2. Apa sajakah Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Zakat di UPZ BOB
PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu ditinjau dari Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2011 ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat Pelaksanaan Zakat di UPZ BOB
PT.BSP-Pertamina Hulu Kabupaten Siak. Selain itu juga penelitian ini akan
mendeskripsikan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Zakat di UPZ BOB PT.BSP-
Pertamina Hulu.

B. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritik
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Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru
bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang pelaksanaan zakat,
schingga bermanfaat bagi masyarakat luas dalam mendesdripsikan pengelolaan zakat
dan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi llmu Hukum pada umumnya
dan Hukum Islam pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya
tentang hukum Zakat,

b. Manfaat Praktis

Secara praktik, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai
informasi baru akan pentingnya pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sccara baik
dan profesional dan menjadi acuan bagi pemegang kebijakan baik di tingkat daerah
maupun di tingkat pusat dalam merancang, membentuk dan mengoptimalkan
pengumpulan, pengelolalan dan penyaluran zakat untuk pemberdayaan mustahiq,
sehingga menjadikan zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi untuk
membebaskan masyarakat dari kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan

perekonomian Negara.

L.5. Konsep Operasional
Penelitian ini penulis beri batasan, agar tidak terjadi salah penafsiran dan
pemahaman tentang istilah-istilah yang terdapat didalamnya. Hal ini selain akan
memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam kontek norma maupun
ketika diterapkan dalam kontek sosial.”
Maka penulis menjelaskan batasan-batasan judul yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Zakat adalah kegiatan pelaksanaan dan pengumpulan serta
pendistribusian zakat. menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat
Islam yang mampu sesuai dengan syari’at Islam
b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau

badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai

“Mukti Fajar,dkk.,Dualisme Penelitian  hukum Normatif ~dan  FEmpiris,Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta,2010.him.44.
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dengan Syari’at Islam. Pranata keagamaan yang bertujuan untuk
meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
¢. UPZ BOB PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu adalah Unit Pengumpul

Zakat satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Siak
untuk membantu pengumpulan zakat,

d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah Undang-undang tentang
Pengelolaan Zakat.

1.6. Luaran Penelitian

Luaran yang diharapkan dalam penelitian adalah:

1.Artikel dalam jurnal yang memiliki ISSN dan terakreditasi

2.Buku Ajar
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Hasil Penelitian Relevan

Dari penelitian terdahulu vang dilaksanakan M. Wildan Humaidi, tentang
Pengelolaan zakat dalam Pasal 18 ayat(2) UU No.23 Tahun 2011(Studi Respon
L.embaga Pengclola Zakat DI Kota Yogyakarta). Dimana dalam penelitian membahas
tentang berubahnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjadi UU
No. 23 Tahun 2011 menimbulkan problematika di masyarakat karena terdapat
ketentuan pembentukan Lembaga Amil Zakat(LAZ) yang diatur dalam Pasal 18
ayat(2) UU No. 23 Tahun 2011. Ketentuan pembentukan LAZ tersebut dapat
menyulitkan LAZ-LAZ yang telah berdiri sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2011
untuk menyesuaikan ketentwan tersebut dan dapat pula mengaharabat legalitas LAZ-

LAZ yang ada selama ini di masyarakat.'®

Hasil penelitian Ancas Sulhantifia pribadi tentang Pelaksanaan Pengelolaan
Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Dimana dalam penelitian ini
mengkaji tetang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang. Dan dari
hasil penelitian tersebut dalam melaksanakan pengelolaan zakat Badan Amil Kota
Semarang mengalami berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi mengenai
Undang-undang Pengelolaaan zakat, rendahnya pemahaman dan kesadaraan
masyarakat akan pentingnya berzakat. Namun semua itu dapat diatasi oleh Badan
amil Zakat Kota Semarang dengan cara mensosialisasikan pentingnya berzakat

disetiap masjid ketika ada pengajian maupun pada hari jum’at secara rutin. .

" M. Wildan Humaidi, Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 Ayat(2) Ul No. 23 Tahun 2011 (Studi
Respon Lembaga Pengelola zakat Di Kota Yogyakarta), Skipsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta,2013.

" Ancas Sulhantifia Pribadi, Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-una‘ang Nomor 39

tahun 1999, Tesis, PPs Universitas Diponegoro Semarang, 20006.
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Hasil penelitian dari Naziah, berupa makalah tentang pengelolaan Zakat
Berbasis pengembangan masyarakat. Dari penelitian ini mengkaji tentang potensi
pengembangan dan pengelolaan zakat berbasis pengembangan masyarakat. Hasil
penelitian tersebut membuktikan bahwasanya pengelolaan zakat memiliki potensi
yang besar hal ini mengingat potensi dana yang didapat dari masyarakat Indonesia
yang sebagaian besar beragama muslim dapat dimanfaatkan juga untuk kepentingan
sosial masyarakat dan dana zakat ini dapat dikelola secara berkelanjutan dan

berkeseimbangan dengan adanya potensi zakat yang dimiliki bangsa Indonesia. '?

Hasil penelitian dari mifiah A. dalam tulisannya tentang peranan Zakat
produktif di Badan Amil Zakat Kota Semarang. Dari Penelitian ini mengkaji tentang
potensi pengembangan pengelolaan zakat secara produktif, dan hasil penelitian
tersebut membuktikan bahwasanya, terdapat manfaat yang besar dengan
mendayugunakan dana zakat untuk masyarakat. Hal ini dirasa penting mengingat
manfaat apabila zakat produktif ini disalurkan dapat mengembangkan kekuataan
perekonomian Mustahig, ketimbang zakat yang disalurkan secara langsung yang

hanya akan bersifat konsumtif dan akan habis dalam jangka waktu tertentu. "

Dari pengkajian berupa tulisan deskriptif, yang dilakukan oleh Zainul A.
Dalam media informasi Blog"* pada tahun 2012 tentang Lembaga Pengelolaan Zakat.
Telah disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan oleh BAZ
yang dibentuk pemerintah dan :LAZ yang dibentuk masyarakat. Dimana kedua
lembaga saling bersinergi dalam mengumpulkan dan mengelola zakat untuk
kepentingan umat. Namun dalam perjalanannya BAZ dirasa lebih berhasil mengingat
adanya bantuan dari pemerintah, seperti untuk melaksanakan pemungutan zakat
langsung kepada para pengawai pemerintah. Dana sebaliknya untuk LAZ dirasa

kurang maksimal mengingat lembaga ini hanya dikelola sekelompok lumbaga

2 Naziah, Pengelolaan Zakat Berbasis Pengembangan Masyarakat , Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat.

" Miflah A., Peranan Zakat produktif di Badan Amil Zakat Kota Semarang , Skripsi, Fakultas
Syari“ah TATN Walisongo Semarang.

" hitp://cakzainul.wordpress.com/ diakses pada 20 April 2016
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keagamaan masyarakat yang tidak semuanya memiliki pengaruh dan jaringan yang
luas.

Dari pengkajian berupa tulisan deskriptif yang dilakukan oleh Gustika
Nurmala, dalam media informasi Blog"> pada tahun 2012 tentang Efektifitas
Pegelolaan Zakat. Telah disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia masih
memiliki beberapa kelemahan dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Diantara
kelemahan tersebut diantaranya adalah membangun kepercayaan dan kesadaraan
berzakat masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu kerja keras dari lembaga pengelola
zakat untuk menciptakan inovasi dalam menarik dan mendistribusikan dana zakat

sepertinya halnya mendayakan dana zakat untuk kepentingan usaha pruduktif.
[1.2 Tinjauan Tentang Zakat
11.2.1 Sejarah Zakat

Zakat Sebelum Islam

Di dalam Al-Qur’an Surat Maryam ayat 30-31 dan 55, Surat Al-Anbiya ayat
73; serta Al-Bayyinah ayat 5, secara tegas disebutkan, setiap nabi dan rasul yang
diutus Allah senantiasa memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah,
mendirikan shalat, serta menunaikan zakat. [tu artinya semenjak masa Nabi Ibrahim,
Ismail, Ishaq, dan Ya’qub sudah diperintahkan menunikan zakat. Begitu pula dengan
Rasul-rasul lainnya, seperti Musa, Isa, dan Nabi Muhammad Saw. Semuanya
diperintahkan untuk menunaikan zakat sebagai sebuah syariat yang diwajibkan atas
diri mereka dan umatnya untuk meyantuni kaum yang lemah sekaligus membersihkan

harta yang mereka miliki.

Namun pengaturan zakat sebelum Nabi Muhammad Saw zakat hanya
dikenakan sebesar 10% (sepeuluh persen) dari nisbah yang ditentukan pada kekayaan

yang berupa ternak seperti sapi, kambing, dan unta. Dan untuk zakat untuk kcyaan

® hitp://gnurmalia.wordpress.com// di akses pada 20 April2016
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lain seperti emas, hasil pertanian, dan lain-lain mulai dari atur pada masa Nabi
Muhammad SAW."®

Zakat Pada Masa Nabi Muhammad SAW (571 Maschi-632 Masehi)

Ketika Nabi Muhammad SAW masih di Makkah hingga tahun pertama
sctclah hijrah. Kewajiban yang menyangkut kckayaan harta muslimin adalah scdckah
vang belum ditentukan batasanya seperti dalam kewajiban pada zakat. Sedekah
diperuntuhkan bagi fakir miskin, anak yatim dan anak yang memerlukan bantuan atas
kerelaan pemberi sedekah. Sesudah nabi Muhammad SAW berhijrah ke madinah,
zakat baru disya’ariatkan secara terinci pada tahun dua hijriah untuk berupa waktu
lamanya pelaksanaan masih diserahkan kepada kesadaraan para wajib zakat sendiri,
tanpa ada tugas yang melakukan pungutan, dan petugas pemungut zakat baru
diadakan pada tahun ke empat hijriah, yaitu ketika nabi Muhammad SAW mengutus

para petugasnya ke daerah-daerh pedalaman jazirah arab.
Zakat pada masa Khulafaur Rasidin (632 Masehi-Masehi 661 Masehi)

Ketika Nabi Muhammad Saw wafat, pengelolaan zakat dipimpin dan diatur
oleh para khm'aﬂer rasidin, yang dimulai dari masa kepimpinan Abu Bakar Asshidiq
hingga kepemimpinan Ali bin Abu Thalib. Pada masa dipimpin sahabat nabi ini
pengelolaan Zakat mengalami kemajuan pesat baik dari pengelolaan maupun
perluasan fungsiny. Zakat pada masa ini juga digunakan sebagai sumber pembiayaan
perluasaan syiar Islam dan jihad untuk memerangi musuh-mush Islam. Namun
diantara masa kepimpinan Para Khulgfaur Rasyidin, Tonggak bangkitnya zakat
sebagai kekuatan umat berdiri pada masa kepemimpinan Khalifah Bakar Asshidig,

pada massa ini zakat dan ketentuan syariat [slam lainnya berdiri tegak di Bumi Arab.

' Ahmad Rofiq, Figh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.,2004. him. 299
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Masa Kepemimpinan Abu Bakar Asshidiq (632 Masehi-632 Maschi)

Pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Asshidig zakat
dikelola amil. Badan pengurus zakat ini dibentuk khalifah Abu Bakar Asshidiq untuk
mengumpulkan dan mendistribusikan zakat ke scluruh penjuru negeri Arab, Pada
masa kepemimpinan  Abu Bakar Asshidiq orang yang enggan membayarkan
zakatnya akan diperangi, hal ini dikarenakan orang yang tidak akan mengeluarkan
zakal di anggap sebagai tindakan yang mendurhakai agama dan jika dibiarkan maka
akan menimbulkan ketidak pedulian dan kesenjangan ckonomi antar sesama umat
manusia. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asshidiq ini pengelolaan zakat sukses

dan dapat berdiri tegak scbagai instrument sosial ulama untuk pemerataan

kescjahteraan umat."”

Masa Kepemimpinan Umar Bin Khattab (634 Maschi-644 Masehi)

Umar ra. adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. la menetapkan suatu
hukum berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan umar ra. Adalah menghapus
zakat bagi golongan mu’allaf. Enggan memungut sebagai wusyr (zakat tanaman)
karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharraj (sewa tanah), menerapkan zakat

kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW.

Tindakan Umar ra. Menghapus kewajiban zakat pada mu’allaf bukan berarti
mengubah hukum agama dan mengeyampingkan ayat-ayat al-Qur’an. la hanya
mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman
Rasullulah SAW. Sementara itu umar tetap memebedakan kewajiban zakat dua kali
lipat terhadap orang-orang Nasrani Bani Taglab, hal ini disebutkan zakat
Mudha’afah. Zakat muda’afah itu adalah terdiri dari jizyah (cukai perlindungan) dan

beban tambahan, jizyah sebagai imbangan zakat yang diwajibkan secara khusus

7 Rudi Prayitno, Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat, Thesis, Semarang:
Universitas Diponegoro.2008. hlm. 13
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kepada ummat Islam. Umar ra. Tidak merasa ada yang salah dalam menarik pajak

atau jizyah dengan istilah jizyah tersebut.'®
Masa Kepemimpinan Usman Bin Affan (644 Masehi-656 Masehi)

Pengelolaan zakat pada masa usman dibagi menjadi dua macam: (1) zakat al-
amwal azza. Hirah (harta benda yang tampak), scperti binatang ternak dan hasil bumi,
dan (2) zakat al-amwal al-batiniyah (harta benda yang tidak tampak atau
tersembunyi), seperti uang dan barang perniangan. Zakat kategori pertama
dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing

individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk self

9
assesment. !

Masa Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib (656 Maschi-661 Masehi)

Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib ra.
Berjalan tidak stabil, pcnuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, Ali bin
Abi Thalib ra. Tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola
zakat. la melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagai pemerintah dan
agama. Ketika Ali bin Abi Thalib ra. Bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan
para pengemis buta yang beragama non-muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup

mereka harus ditanggung oleh Baitul mal.

Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. Juga ikut terjun langsung dalam
mendistribusikan zakat kepada para musthiq (delapan golongan yang berhak
menerima zakat). Harta kekayaan yang wajib zakat pada masa Khalifah Ali ibn
Thalib ra. Ini sangat beragama. Jenis barang-barang yang wajib zakat pada waktu itu
berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban

zakat ®

¥ Faisal, Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia, Jurnal Analisis, Vol.XI,
No.2(12) him.249
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Zakat pada masa kerajaan Islam Di Indonesia

Pengaturan zakat di Indonesia sendiri mula ada semenjak tersebarmnya ajaran
Islam yang dianut masyarakat Indonesia, ajaran Islam mulai tersebar semenjak
terjadinya perdangan anatara kelompk pedangan kerajaan samudra pasai (1267

Masehi) dari Aceh dengan kelompok pedangan dari Gujarat arab maupun pedangan
dari persia.

Pada masa kerajaan zakat dimaknai sebagai konsep keagamaan di satu pihak
dan pajak sebagai konsep keduniawian. Pada masa kerajaan Islam seperti kerajaan
samudra Pasai (1267 Masehi) di aceh zakat bukan sesuatu yang harus dipisahkan.
Diparalelkan, dan apalgi dipersaingkan dengan pajak, melainkan justrumerupakan
suatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa
raga. Zakat merasuk kedalam pajak sebagai ruh dan jiwanya, sedangkan pajak
pemberi bentuk pada zakat sebagai badan atau raga bagi proses pengejewantahannya.
Memisahkan zakat dari pajak adalah sama halnya dengan memisahkan sprit dari

tubuhnya, memisahkan bentuk essensinya.?!

Pemaknaan zakat dan pajak yang sangat modemnis semacam itu dapat kita
lihat penerapannya pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Pada masa
kerajaan Islam Aceh. Misalnya, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada
negara yang mewajibkan zakat/pajak kepada setiap warga negaranya. Kerajaan
berperan aktif dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut, dan kerajaan membentuk
sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas sebagai
penarik pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini dilakukan di pasar-pasar, muara-
muara sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang dan terhadap orang-orang
yang berkebun, berladang atau orang yang menanam di hutan. Karena itulah, banyak
sckali macam dan jenis pajak yang diberlakukan pada setiap sumber penghasilan dan

penghidupan warganya.

! thid, him.257
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